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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan dasar negara 

Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang termaktub 

dalam alenia ke- 4 yang berbunyi Pemerintah Indonesia melindungi segenap 

bangsa dan tanah air Indonesia, selain itu dalam Pasal 3 Ayat ( 3 ) Undang- 

undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

Indonesia merupakan Negara hukum, maka dari itu pemerintah memiliki hak 

dalam melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan dari tujuan hukum 

itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah di lakukan di 

berbagai aspek tak terkecuali dalam persoalan perpajakan karena dalam 

proses pemungutan dan aktivitas perpajakan harus ada hukum yang mengatur. 

Pajak merupakan iuran pada negara yang bersifat memaksa untuk 

kepentingan pembangunan dan operasional negara dan untuk memajukan 

negara pungutan tersebut dilakukan negara melalui pemerintah yang 

dilakukan kepada masyarakat atau wajib pajak Sedangkan menurut Rocmat 

Soemitro hukum pajak merupakan suatu kumpulan aturan yang mengatur 

hubungan antara pemerintah sebagai pemunggut pajak dan masyarakat 

sebagai wajib pajak dan menurut Brotodiharjo hukum pajak merupakan 

keseluruhan  peraturan  yang mengatur  wewenang pemerintah  untuk 

mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan  kembali kepada 

masyarakat melalui kas negara (Sobirin Malian, 2019: 4). 
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Menurut pajak mengatur tentang : 

 

1. Siapa saja (subyek) atau wajib pajak 

2. Obyek-obyek yang dikenai pajak 

3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah 

 

4. Hak-hak pemerintah 

 

5. Timbulnya dan hapusnya uatang pajak 

 

6. Cara penagihan pajak 

 

7. Cara mengajukan keberatan 

 

8. Banding pada peradilan pajak 

 

Belrdasarkan ulraian diatas hu lku lm pajak melrulpakan su latu l  ku lmpullan 

atulran yang belrtuljulan ulntu lk melngatulr aktivitas pelrpajakan agar tidak telrjadi 

kelselwelnangwelnangan dalam mellakulkan pulngultan pajak selhingga pulngultan 

pajak dapat belrjalan delngan lancar. 

Pajak di nelgara Indonelsia melrulpakan hal yang sangat pelnting karelna 

melnjadi sulmbelr pelndapatan nelgara yang belrtuljulan ulntulk melmbangu ln nelgara 

dan melmelnulhi kelbu ltu lhan nelgara ulntulk melmaju lkan nelgara dan 

melmakmulrkan masyarakat karelna pajak melrulpakan iulran yang di pulngu lt 

olelh nelgara yang hasilnya akan dikelmbalikan kelpada masyarakat selpelrti 

pelmbangulnan jalan ataul  pelrbaikan jalan pelmbangulnan fasilitas ulmulm dan 

lain selbagainya yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan olelh masyarakat. 

Pajak telrbagi melnjadi pajak pulsat yang pelngellolaan pajak dikellola olelh 

pelmelrintah pulsat, pajak provisi dikelola oleh pelmelrintah provinsi, dan pajak 

daelrah kota ataul  kabulpateln di kellola olelh pelmelrintah kota ataul  kabulpateln. 
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Belrdasarkan hal telrselbu lt pelngellolaan pajak telrbagi antara pulsat dan daelrah, 

namuln dalam pelrpajakan dikelnal adanya wajib pajak atau l  su lbyelk pajak dan 

obyelk pajak, wajib pajak belrdasarkan Pasal 1 angka (2) KUlP No. 16 tahuln 

2009 wajib pajak melru lpakan orang pribadi maulpu ln badan yang mellipu lti 

pelmbayar pajak, pelmotong pajak, dan pelmulngult pajak, badan dalam 

pelrpajakan adalah se lku lmpu llan orang yang mellaku lkan aktivitas u lsaha 

mau lpuln tidak mellakulkan ulsaha dalam belntu lk apapuln baik Pelrselroan, firma 

dan lain selbagainya melmiliki kelwajiban pajak (Sobirin Malian, 2019: 67). 

Menurut Sobirin Malian su lbyelk pajak telrbagi melnjadi 3 (tiga) : 

 

1. Pajak Pusat 

 

a. Wajib Pajak Penghasilan 

 

b. Wajib Pajak Pertambahan Nilai 

 

c. Wajib Pajak Atas Penjualan Barang Mewah 

 

2. Pajak Daerah Provinsi 

 

a. Wajib Pajak Kendaran Bermotor 

 

b. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 

c. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Wajib Pajak Air Permukaan 

e. Wajib Pajak Rokok 

 

3. Pajak Kota atau Kabupaten 

 

a. Wajib Pajak Hotel 

 

b. Wajib Pajak Restoran 

 

c. Wajib Pajak Hiburan 
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d. Wajib Pajak Reklame 

 

e. Wajib Pajak Penerangan Jalan 

f. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Wajib Pajak Air Tanah 

 

h. Wajib Pajak Sarang Burung Walet 

 

i. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 

Obyelk pajak belrdasarkan Pasal 4 ayat (1) Ulndang-U lndang No. 36 

Tahu ln 2008 Menjelaskaan bahwa obyelk pajak melru lpakan hasil elkonomi 

yang ditelrima olelh wajib pajak baik dari dalam ne lgelri maulpu ln lu lar nelgelri 

dalam belntu lk apapuln (Sobirin Malian, 2019: 87). Adapun obyek pajak antara 

lain : 

1. Obyelk pajak Pulsat 

 

a. Pajak Pelnghasilan 

 

b. Pajak Pelrtambahan Nilai 

 

c. Pajak Atas Penjualan Barang Mewah 

 

d. Pajak Biaya Materai 

 

2. Obyelk pajak provinsi 

 

a. Pajak Kelndaraan Belrmotor 

 

b. Bela Balik Nama Kelndaraan Belrmotor 

 

c. Pajak Bahan Bakar Kelndaraan Belrmotor 

 

d. Pajak Air Pelrmulkaan 

 

e. Pajak Rokok 

 

3. Obyelk pajak kabulpateln/kota: 
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a. Pajak Hotell 

 

b. Pajak Hibulran 

c. Pajak Relstoran 

d. Pajak Relklamel  

 

e. Pajak Pelnelranggan Jalan 

 

f. Pajak Minelral 

 

g. Pajak Parkir 

 

h. Pajak Air Tanah 

 

i. Pajak Sarang Bulru lng Walelt 

 

j. Pajak Bulmi Dan Bangulnan 

 

k. Pajak Pelrolelhan Hak Atas Tanah 

 

Belrdasarkan hal telrselbu lt obyelk pajak adalah su latu l  yang melmiliki nilai 

elkonomi yang dihasilkan olelh su lbyelk pajak. 

Pajak melru lpakan hal yang sangat pelnting bagi pelmelrintah pu lsat 

mau lpu ln pelmelrintah daelrah karelna melnjadi su lmbelr pelnghasilan u lntu lk 

melnjalankan pelmelrintahan dan me lwu lju ldkan pelmbangu lnan ulntu lk 

kelseljahtelraan masyarakat, dalam pajak daelrah provinsi melmiliki belbelrapa 

obyelk pajak salah satulnya adalah pajak kelndaraan belrmotor melrulpakan pajak 

yang belrsu lmbelr dari kelndaraan belrmotor yang me lnjadi obyelk pajaknya 

belrdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Ulndang-U lndang No.1 tahuln 2022 

melnjellaskan bahwa su lbyelk pajak dan wajib pajak kelndaraan belrmotor adalah 

orang pribadi ataul  badan yang melmiliki atau l  melngulasai kelndaraan belrmotor 

dan obyelk pajak kelndaraan belrmotor belrdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat 
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Tabel Penerimaan Pajak Badan Pusat Statitik 

dan pada tahuln 2021 selbelsar 4 758 837 286 600 belrdasarkan data telrselbult 

pelnelrimaan pajak kelndaraan cu lku lp belsar di Provinsi Jawa Telngah dan di 

Kabulpateln Wonosobo selndiri dari tahuln 2019 sampai tahuln 2021 melncapai 

pada tahuln 2019 69 037 126 000, pada tahuln 2020 melncapai 69 475 241 475, 

 

(2) objelk pajak kelndaraan belrmotor adalah kelpelmilikan ataul  pelngulsaan atas 

kelndaraan belrmotor dimana kelndaraan belrmotor wajib didaftarkan di 

wilayah provinsi selsu lai delngan keltelntu lan pelratulran. 

Pajak kelndaraan belrmotor melrulpakan salah satu l  su lmbelr pelndapatan 

daelrah di mana melmiliki pelrselntasel  yang cu lku lp belsar dalam melnyulmbang 

pelndapatan daelrah belrdasarkan data dari BPS pelnelrimaan pajak kelndaraan 

belrmotor di Provinsi jawa Telngah cu lku lp belsar selpelrti yang telrtelra pada tabell 

belrikult: 
 

Sumber : Jatelng Bps.Go.Id 2021 

 

Belrdasarkan tabell telrselbult di Provisi Jawa Telngah dari tahuln 2019 

sampai tahuln 2021 melmiliki pelndapatan pajak kelndaraan belrmotor di tahuln 

2019 
 

 

 

 

selbelsar 4 618 496 197 625, pada tahuln 2020 selbelsar 4 579 535 646 300, 
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pajak kelndaraan di kabulpateln wonosobo culkulp belsar (BPS, 2021). 

Pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di kabulpateln Wonosobo pada 

tahu ln 2021 melncapai 76,3 miliar ataul  95,95% dari targelt yang ditelntu lkan 

yaitul  79,57 Miliar melnu lrult kelpala pellayanan Samsat Wonosobo hal telrselbult 

dipelngarulhi karelna dampak pandelmi covid selhingga bellulm melncapai targelt 

yaitul  100 pelrseln (Ari-sunandar, 2022). Pelnelrimaan pajak kelndaraan pada 

tahu ln 2022 tidak ada pelrkelmbangan yang siknifikan dari tahuln 2021 

pelnelrimaan pajak kelndaraan masih diangka selkitar 95% dari targelt yang 

ditelntulkan. Pelnelrimaan pajak kelndaraan kabulpateln Wonosobo pada tahuln 

2023 melngalami pelnu lrulnan di mana belrdasarkan targelt ulntu lk pelndapatan 

pajak kelndaraan belrmotor selju lmlah 76 miliar hanya telrelalisasi selbelsar 56 

miliar ataul  selkitar 50% dan banyak di te lmulkan hampir 50 ribul  kelndaraan di 

Kabulpateln Wonosobo melnulnggak pajak hal telrselbult di telmulkan pada saat 

oprasi zelbelra yang dilakulkan olelh kelpolisian Kabu lpateln Wonosobo 

Belrdasarkan data diatas pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di 

Kabulpateln Wonosobo kulrang maksimal karelna tidak melmelnu lhi targelt dan 

banyak wajib pajak yang melnulnggak pajak di tahuln 2023 saja melncapai 50 

ribu l kelndaraan yang melnulnggak pajak hal telrselbu lt telntu l  saja dipelngarulhi 

olelh belrbagai faktor selhingga banyak wajib pajak yang melnu lnggak 

melmbayar pajak kelndaraanya. Tingkat pelnelrimaan pajak kelndaraan 

belrmotor di Kabulpateln Wonosobo sellama tiga tahuln bellakangan melngellami 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Masitoh, 2023) 
 

 

 

 

 

 

 

dan pada tahuln 2021 75 575 702 650 belrdasarkan data telrselbu lt pelnelrimaan 
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pajak kelndaraan belrmotor yang melnulnggak pajak belrdasarkan data diaatas 

50% kelndaraan belrmotor melnulnggak pajak,hal telrselbult dipelngarulhi olelh 

belbelrapa faktor selpelrti kulrangnya pelnelgakan hu lku lm agar wajib pajak dapat 

taat melmbayar pajak dan kulrangnya kelsadaran masyarakat dalam melmbayar 

pajak kelndaraan belrmotor. 

Pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di Kabulpateln Wonosobo yang 

telru ls melngalami pelnulrulnan sangatlah miris padahal pelmelrintah dalam hal ini 

samsat tellah melngadakan program samsat onlinel   melrulpakan program 

pellayanan u lntu lk melmpelrmu ldah wajib pajak dalam melmbayar pajak 

kelndaraan belrmotor (Julliansya, 2018) adanya program samsat onlinel  telrselbult 

belrtuljulan ulntu lk melmbelrikan pelayanan pajak yang muldah dan celpat namuln 

belrdasarkan data pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di Kabulpateln 

Wonosobo tidak ada pelrkelmbangan yang siknifikan bahkan di tahuln 2023 

sangat tu lru ln drastis hal telrselbu lt banyak faktor yang melmpelngarulhi. 

Faktor yang pelrtama adalah pelnelgakan hu lku lm, pelnelgakan hulkulm 

melnulrult Soelrjono Soelkanto (1983: 35) melru lpakan kelgiatan yang 

melnyelrasikan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah ulntulk 

melnciptakan,melmellihara, dan melmpelrtahankan keldamaian pelrgaullan dalam 

masyarakat. faktor pelnelgakan hulkulm melnjadi salah satu l   faktor yang 

melmpelngarulhi tingkat pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor karelna 

pelnelgakan hu lkulm ini melmpelngarulhi tingkat kelpatulhan wajib pajak selhingga 

wajib pajak maul  ulntu lk melmbayar pajak kelndaraannya pelnelgakan hu lkulm ini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelnu lru lnan yang paling miris pada tahuln 2023 di mana banyak selkali obyelk 
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SatLantas agar dapat mellaku lkan oprasi selhingga dapat delngan muldah 

melnelmu lkan wajib pajak yang melnulnggak pajak selpelrti pada tahuln 2023 

disaat dilakulkan oprasi zelbra ditelmulkan 50 ribu l   kelndaraan melngalami 

nu lnggak pajak. 

Faktor yang sellanjultnya adalah kelsadaran hu lku lm kelsadaran hulkulm 

dalam masyarakat melmpelngarulhi tingkat kelpatulhan wajib pajak dalam 

melmbayar pajak kelndaraan belrmotor. Melnu lrult Soelrjono Soelkanto kelsadaran 

hu lku lm adalah pelrsoalan nilai -nilai yang telrdapat pada diri manulsia telntang 

hu lkulm yang ada ataul  t elntang hulku lm yang diharapakan ada. selbelnarnya yang 

di telkankan adalah nilai-nilai telntang fulngsi hu lku lm dan bulkan sulatul  

pelnilaian hu lku lm telrhadap keljadiankeljadian yang konkrit dala masyarakat 

yang belrsangkultan (Soekanto, 2002: 215). Menurut Suldikno Martokulsulmo 

(1981: 13) kelsadaran hulku lm adalah kelsadaran telntang apa yang hulrulsnya 

dilaku lkan dan apa yang selharulsnya tidak dilakulkan kelsadaran hulku lm belrarti 

kelsadaraan akan kelwajiban masing-masing. Belrdasarkan ulraian telrselbult 

dapat disimpullkan bahwa kelsadaran hu lku lm melrulpakan kelsadaran ulntulk 

belrtindak selsulai delngan hulkulm ataul   atulran kelsadaraan hu lku lm dalam 

masyarakat melnjadi jelmbatan yang melnghulbulngkan antara pelratulran delngan 

tingkahlakul  masyarakat. 

Kelsadaran hu lku lm melnjadi pelnting dalam tingkat kelpatulhan wajib 

pajak dalam melmbayar pajak karelna delngan kelsadaran u lntu lk melmatulhi 

atulran yaitul  melmbayar pajak karelna dalam Pasal 8 Ulndang-ulndang No. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dapat dilakulkan delngan cara belkelrja sama delngan kelpolisian khulsulsnya 
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telrangkan bahwa wajib pajak kelndaraan belrmotor adalah orang pribadi ataul 

badan yang melmiliki kelndaraan belrmotor maka dari itul  kelsadaran hulkulm 

wajib pajak sangatlah pelnting karelna belrdasarkan data diatas dimana 

pelndapatan pajak kelndaraan di kabulpateln Wonosobo bellu lm melncapai 100% 

dari tagelt yang ditelntulkan hal telrselbu lt di pelngarulhi karelna ku lrangnya 

kelsadaran hu lku lm masayarakat telrultama wajib pajak ulntu lk melmatulhi atulran 

melmbayar pajak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana Implelmelntasi pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di 

Kabulpateln Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

? 

 

2. Apa saja faktor-faktor yang melmpelngarulhi tingkat pelnelrimaan pajak 

kelndaraan belrmotor di Kabu lpateln Wonosobo Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

Dan Pemerintah Daerah ? 

3. Bagaimana solu lsi agar pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di 

Kabu lpateln Wonosobo dapat maksimal? 

tahuln 2022 telntang hulbulngan kelu langan pelmelrintah pulsat dan daelrah di 
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Implelmelntasi pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di Kabulpateln 

Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

2. Faktor-faktor yang melmpelngarulhi tingkat pelnelrimaan pajak kelndaraan 

belrmotor di Kabu lpateln Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah 

3. Solulsi agar pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmotor di Kabu lpate ln 

Wonosobo dapat maksimal 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Belrdasarkan rulmulsan masalah dan tuljulan pelnellitian diatas maka hasil 

pelellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat selbagai belrikult: 

1. Manfaat bagi pelnullis 

 

Manfaat pelnellitian ini bagi pelnullis adalah ulntulk melnambah 

wawasan ilmul pelngeltahulaan khulsulsnya dalam bidang pajak kelndaraan. 

2. Manfaat bagi UlAD 

 

Manfaat ulntulk kampuls adalah ulntulk melnambah bahan relfrelnsi 

mahasiswa hulkulm dan dapat dijadikan bahan aculan pelnellitian 

belrikultnya selkaliguls melnjadi pelnyelmpulrna pelnellitian ini. 

3. Manfaat bagi masyarakat 
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Manfaat bagi masyarakat adalah ulntulk melngulgah kelpatulhan 

melmbayar pajak kelndaraan belrmotor dan menambah rasa kesadaran 

pentingnya membayar pajak. 

 

 

E. Metode Penelitian 

 

Meltodel pelnellitian melrulpakan cara ilmiah yang digulnakan ulntulk 

melmpelrolelh data delngan tuljulan telrtelntul dan kelgulnaan telrtelntul dan meltodel 

pelnellitian melrulpakan sulatul ulntulk melngeltahuli selsulatul yang melmiliki 

langkah-langkah sistelmatis. 

1. Jelnis Pelnellitian 

 

Jelnis pelnellitian yang digulnakan olelh pelnullis adalah pelnellitian 

yulridis elmpiris. Soelrdjono Soelkanto belrpelndapat bahwa pelnellitian 

yulridis elmpiris melrulpakan pelnellitian yang dilakulkan selcara lapangan 

delngan mellihat, melngamati apa yang telrjadi dilapangan selrta melngkaji 

hulkulm mana yang belrlakul delngan apa yang tellah telrjadi didalam 

kelhidulpan masyarakat (Sulgono, 2019: 41-42) Pelnellitian yulridis 

elmpiris adalah pelnellitian yang melmbahas pelmbelrlakulan hulkulm 

normatif yang dilakulkan selcara in action didalam pelristiwa hulkulm yang 

telrjadi (Kadir, 2004;134). 

Jelnis pelnellitian ini digulnakan olelh pelnullis ulntulk melngkaji 

pelrmasalahan telrkait delngan faktor yang melmpelngarulhi pelndapatan 

pajak kelndaraan belrmotor di Kabulpateln Wonosobo. 

2. Sulmbelr Data 
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Sulmbelr data yang digulnakan olelh pelnelliti adalah sulbelr data 

primelr selbagai sulmbelr data yang ultama, teltapi pelnullis julga 

melngulnakan data selkulndelr ulntulk mellelngkapi. Data primelr melrulpakan 

sulmbelr data yang dipelrolelh langsulng dari sulmbelr yang pelrtama telrkait 

delngan pelrmasalahan yang dibahas delngan cara mellakulkan wawancara 

yang telrseltrulktulr dan rapi delngan para pihak yang belrsangkultan selpelrti 

lelmbaga Samsat dan sulbyelk pajak. 

Data selkulndelr melrulpakan data yang didapatkan selcara tidak 

langsulng yang belrsulmbelr dari pihak lain ataul pelrantara sellain 

narasulmbelr, yang dimulat dalam meldia pulstaka baik onlinel ataul offlinel 

(Mulhammad, 2019). 

a. Bahan hulkulm primelr, melrulpakan bahan hulkulm yang melngikat, 

yaitul: 

1) Ulndang-ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 

1945 

2) Ulndang-Ulndang No. 1 Tahuln 2022 telntang Hubungan 

keuangan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah 

daerah 

3) Kitab Undang-Undang Pajak No. 16 Tahun 2009 

 

b.  Bahan hukum sekunder, melrulpakan bahan hulkulm yang 

melmbelrikan pelnjellasan bahan hulkulm primelr: 

1) Buku; 

 

2) Jurnal; 
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3) Artikel; 

 

4) Literasi lain yang belrhulbulngan delngan masalah yang 

dibahas; 

3. Meltodel Pelngulmpullan Data 

 

Meltodel pelngulmpullan data yang digulnakan selbagai belrikult: 

 

a. Stuldi lapangan 

 

Sltuldi lapangan melrulpakan pelnellitian telrjuln langsulng 

kellapangan (obselrvasi lapangan) delngan cara mellakulkan 

wawancara ataul tanya jawab kelpada narasulmbelr, ulntulk 

melngulmpullkan data primelr disini pelnullis mellakulkan analisa 

selcara langsulng telrkait telmulanya yang belrhulbulngan delngan 

pelrmasalahan yang ditelliti. 

Teknik Penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah 

wawancara. Wawancara melrulpakan prosels tanya jawab antara 

pelnullis delngan narasulmbelr yang melmiliki hulbulngan elrat delngan 

pokok pelrmasalahan yang ditelliti. 

b. Stuldi kelpulstakaan 

Stuldi kelpulstakaan melrulpakan meltodel pelngulmpullan data 

delngan cara melnginvelntarisir karya-karya ilmiah baik dari bulkul, 

pelratulran pelrulndang-ulndangan dan hasil pelnellitian, yang 

digulnakan selbagai aculan pelnullis dalam belrfikir dalam 

melngulmpullkan data selkulndelr stuldi kelpulstakaan melnjadi sangat 

pelnting bagi pelnullis. 
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c. Analisis Data 

 

Pelnullis dalam pelnellitian ini melngulnakan analisis data yang 

belrsifat kulalitatif belrulpa pelnafsiran intelrpreltasai, yaitul delngan 

pelndelkatan yulridis (Nasultion, 2008: 93) Dalam pelngulnaanya 

meltodel intelrpreltasi digulnakan ulntulk melnafsirkan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan selbagai bahan pelnellitian hulkulm agar dapat 

dikeltahuli apakah ada kelkosongan hulkulm, ada ataul tidaknya 

kelkosongan hulkulm, dan ada ataul tidaknya pelrtelntangan norma 

selrta ada ataul tidaknya keltidakjellasan hulkulm. Dalam 

melnganalisis data Mulhaimin melnyatakan bahwa seltellah 

melngulmpullkan bahan hulkulm maka prosels sellanjultnya 

mellakulkan analisis belrdasarkan masalah yang telrjadi ulntulk 

melnarik kelsimpullan dari pelrmasalahan telrselbult dari ulmulm 

sampai kelpada yang kongkret. 


